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Abstract

This study aims to find empirical evidence on the influence of corporate social responsibility disclosure,
executive risk preference and capital intensity against tax avoidance. population in this study are all companies
of agriculture and mining sector listed in BEI year 2013-2016. The type of research used in this study is
empirical research. The sampling technique used is purposive sampling. Based on sampling through purposive
sampling, then obtained as many as 14 samples of banking companies with a total observation of research as
much as 56 observations. The results of this study found that disclosure of corporate social responsibility,
executive risk preference and capital intensity did not affect tax avoidance.
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1. Pendahuluan

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan
pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara
melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak
berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan
mengurangi laba. Wajib pajak akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target
laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk
memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak (Agoes &
Trisnawati, 2009). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak
tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan
perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT
(Agoes & Trisnawati, 2009)

Adanya perbedaaan perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khususnya laba
menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan, maka wajib pajak akan melakukan rekonsiliasi
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fiskal. Jika wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda yaitu laporan keuangan
disusun berdasarkan SAK dan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, maka
hal ini menjadi alasan bagi manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk
meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

Suandy (2013) menyebutkan tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi
manajemen pajak yang diantaranya perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan
pengendalian pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat
ditekan serendah mungkin dengan memanfaaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda tujuan
pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan penghindaran pajak karena
secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak
karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak dilakukan oleh manajer dalam rangka efisiensi dan peningkatan
kesejahteraan pemegang saham (Halon & Heitzman, 2010). Untuk itu, manajer kan menggunakan
kemampuannya dalam mengelola laba akuntansi dan laba fiskal dengan memanfaatkan perbedaan
kedua kebijakan, yaitu kebijakan standar akuntansi dan kebijakan perpajakan. enghindaran pajak
merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-
undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas
penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut
merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Secara umum motivasi dilakukannya tax avoidance adalah untuk memaksimalkan laba setelah
pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi
perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau
kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk
memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama
(karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak,
perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan loopholes. Selain itu
motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance terkait dengan adanya insentif pajak
dan non pajak. Insentif pajak ini diproksikan dengan perencanaan pajak yang bertujuan
mengefisiensi jumlah pajak yang harus dibayarkan pemerintah secara legal dimana manajemen
mengoptimalkan alokasi sumber dana agar pembayaran pajak menjadi lebih efektif. Insentif non
pajak yaitu berupa fasilitas selain dari pajak dimana bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan
dengan mengatur besarnya laba perusahaan yang sering disebut dengan manajemen laba.

Cara lain perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu dengan aktivitas corporate social
responsibility (CSR). Menurut Hoi, Wu & Zhang (2013) CSR adalah keyakinan tentang tindakan-
tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga
masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan. Holme
& Watts (2006) mendefinisikan CSR sebagai tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk
bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup
bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada
umumnya.

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang voluntary atau tidak wajib Beban pajak yang
ditanggung perusahaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran yang dikeluarkan
dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Pada
dasarnya kedua beban tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun agar
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perusahaan tidak terbebani dengan dua beban tersebut maka perusahaan mencari cara untuk
meminimalkan pajak yang ditanggung melalui kegiatan tax avoidance.

Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk
mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang
dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Salah satu cara yang
dilakukan adalah melalui pemanfaatan celah yang ada dalam peraturan perpajakan dengan cara
memark-up biaya CSR sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat
dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan
dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder.
Menurut Xynas (2011), tax avoidance sebagai usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi
ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan pengecualian dan
potongan yang diperkenankan maupun dengan cara menunda pajak yang belum diatur dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.

Cara untuk meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan dalam aktivitas CSR adalah
melalui strategi yang diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan
Nilai(PPn). Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi khusus
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat
mengurangi laba kena pajak. Sementara dari sudut Pajak Pertambahan Nilai (PPn), perusahaan
biasanya memilih strategi tertentu sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima
tidak terutang PPN ataupun kalaupun terutang diupayakan seminimal mungkin (M. Igbal
Alamsyah,2010).

Selain non debt tax shield dan CSR, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh mekanisme
corporate governance. Mekanisme corporate governance meliputi mekanisme eksternal dan
mekanisme internal. Diantara mekanisme internal yaitu komisaris independen dan komite audit.
Penelitian yang meneliti pengaruh komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak
yaitu, Maharani & Suardana (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komisaris independen
yang merupakan mekanisme corporate governance berpengaruh negatif terhadap tindakan
penghindaran pajak. Ini berarti semakin baik peran dewan komisaris indepeden maka semakin
berkurang tindakan penghindaran pajak. Penelitian Lanis & Richardson (2011) juga membuktikan
bahwa adanya hubungan negatif signifikan dewan komisaris terhadap tindakan penghindaran pajak.
Penelitian Prakosa (2014), Putri (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016), Fadli, Ratnawati
& Kurnia (2016) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
tindakan penghindaran pajak.

Cara lain perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu adanya preferensi risiko eksekutif.
Menurut Hanafi dan Harto (2014) bahwa preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan
tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk
mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak
perusahaan. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana eksekutif dan manajer lainnya
memiliki peran dalam penghindaran pajak mengingat hampir tidak ada eksekutif yang benar-benar
ahli dalam pajak atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan. Salah satu cara yang
dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk
mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyreng et al.,
2010).

Selain pengungkapan CSR dan preferensi risiko eksekutif , tax avoidance dapat dipengaruhi oleh
karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor
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yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu
karakteristik perusahaan yaitu capital intensity ratio atau rasio intensitas modal (Muzakki, 2015).
Capital intensity menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam
bentuk aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan
berbagi properti lainnya. Aset tetap berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan,
digunakan untuk penyediaan barang dan jasa maupun disewakan kepada pihak lain dimana
penggunaannya lebih dari satu periode. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara capital
intensity terhadap tax avoidance, diantaranya Noor, et al (2010) dan Adelina (2012) yang
menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Biaya
depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak,
maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin
besar depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak
efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013).

2. Tinjauan Pustaka
2.1. Teori Stakeholder

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam
meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan
meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007). Teori
stakeholder mengasumsi bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga
aktivitas perusahaan juga memperhatikan persetujuan stakeholder.

Pengungkapan corporate social responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan
keinginan stakeholder, makin baik pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan
memberikan kepuasan bagi stakeholder sehingga menjadi daya tarik bagi stakeholder untuk
memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk
menaikkan kinerja dan pencapaian laba yang maksimal bagi perusahaan.

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berkaitan dengan stakeholder. Teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status
yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang
lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali & Chariri, 2007). Teori legitimasi
berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang
mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai
entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada.

Hal yang melandasi teori legitimasi adalah adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan
dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut berdiri. O’Donovan (2002) dalam tulisannya
berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan
demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan dan
dengan adanya legitimati dari masyarakat, perusahaan mampu membangun reputasi dan
meningkatkan loyalitas masyarakat. Sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai keuntungan akan
didukung oleh masyarakat sekitar aktivitas ekonomi perusahaan tersebut sehingga kinerja keuangan
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perusahaan pun akan meningkat (Wang & Qian, 2011). Wahyudi (2015) dalam penelitiannya
menyebutkan perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
untuk keberlanjutan usahanya. Perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR untuk mendapatkan
nilai tambah bagi stakeholder.

2.3. Pajak

Bagi Negara-negara yang ada di dunia pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting
dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan Negara. Oleh karenanya pemerintah Negara-
negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha
untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha insentifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan pajak ( Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.&/2003).

Pajak memiliki arti penting, yang di atur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 28
tahun 2007 pasal 1 yaitu konstribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Suandy (2008) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang
digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada
diluar bidang keuangan negara.

2.4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap
perusahaan secara keseluruhan. Sehingga CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap
kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) dari pada hanya sekedar kepentingan
perusahaan itu sendiri (Putri dan Christiawan, 2014).

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerbitkan aturan perpajakan
mengenai penerapan CSR di perusahaan, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam UU No. 36
Tahun 2008. Peraturan tersebut mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran
atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR).

Perlakuan biaya CSR diatur dalam PP No. 93 Tahun 2010, dimana dalam peraturan pemerintah
tersebut diatur mengenai perlakuan biaya sumbangan penanggulangan bencana nasional,
sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto. Berdasarkan Pasal 1 PP 93 Tahun 2010, dijelaskan bahwa dalam rangka penghitungan
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak bentuk pengeluaran Corporate Social Responsibility (CSR)
dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto. Sedangkan batasan biaya CSR
infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan biayanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
untuk 1 (satu) tahun dan dibatasi dengan tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto
fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
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2.5. Preferensi Risiko Eksekutif

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang
berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan
suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu
perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun
yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya harus
mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang sekiranya akan terkena dampak dari kegiatan
operasi perusahaan yang melalui pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance.
Selain tanggung jawab perusahaan kepada shareholder, perusahaan juga harus memperhatikan
kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier dan lain sebagainya. Salah satu wujud
perhatian perusahaan kepada stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah
tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter
yakni sebagai risk taker dan risk averse (Low, 2006). Eksekutif yang memiliki karakter risk taker
adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki
dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih
tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung
tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

2.6. Capital Intensity

Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban
mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan
perusahaan . Capital intensity atau yang diartikan sebagai intensitas modal merupakan salah satu
bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk
meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya
meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan berkorban mengeluarkan dana
untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan sesuai
dengan norma dan nilai masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat diterima oleh
masyarakat.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak,
sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Hal tersebut berarti
semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutannya, perusahaan akan mempunyai nilai
CETR yang rendah sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat.

2.7. Tax Avoidance

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sendiri tidak memberikan
definisi tax avoidance secara tegas. Organization for Economic Cooperation andDevelopment
(OECD) hanya memberikan gambaran bahwa tax avoidance biasanya dipergunakan untuk
menjelaskasn usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi
tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola
beban pajaknya secara legal. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax
burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda
dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan disini sama dengan tax avoidance
karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah
pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang
dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011)

2.8. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tax Avoidance

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk
menyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-
norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. O’Donovan (2002) berpendapat
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan
dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Perusahaan akan
melegitimasikan dirinya melalui pengungkapan corporate social responsibility. Lanis & Richardson
(2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR
dengan tindakan pajak agresif. Penelitian yang dilakukan lanis & Richardson (2012) menunjukkan
bahwa komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang
berdampak negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian Pradipta & Supriyadi
(2015) juga menunjukkan bahwa CSR signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin
rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Sama seperti penelitian Lanis & Richarson (2012)
dan Pradipta & Supriyadi (2015), penelitian Hoi et al (2013) juga menunjukkan bahwa CSR
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR
dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al,
2013).

H1 : Pengungkapan Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap tax
avoidance.

2.9. Preferensi Risiko Eksekutif dan Tax Avoidance

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang
berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan
suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu
perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun
yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya. Maccrimon dan Wehrung (1990)
menyebutkan eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memilih risiko
yang tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan,
dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak
sehingga kinerja perusahaan akan terlihat meningkat dan kepentingan manajer untuk mendapatkan
kompensasi yang lebih tinggi akan tercapai karena mampu meningkatkan Kkinerja perusahaan.
Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif antara
preferensi risiko eksekutif risk taker dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut dimungkinkan
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karena eksekutif memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya
tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H2 : Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

2.10. Capital Intensity dan Tax Avoidance

Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi
capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang
mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh
Dwilopa (2016) mengenai capital intensity dan penghindaran pajak menghasilkan bahwa intensitas
modal memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance). Dwilopa (2016) menyatakan bahwa
investasi pada aset tetap yang tinggi mengakibatkan beban penyusutan pada aset tetap meningkat
sehingga akan mempengaruhi pajak yang dibayarkan. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis
ketiga dalam penelitian, yakni :

H3 : Capital intensity berpengaruh positif pada penghindaran pajak

3. Metode Penelitian
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.1.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Untuk mengukur social disclosure ini digunakan CSDI (Corporate Social Responsibility Index)
yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang
dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
91 item pengungkapan yang mengacu pada indikator Sustainability Report Global Reporting
Initiative Generation Four (GRI-G4) Guidelines. Adapun rumus perhitungan CSDI adalah sebagai
berikut :

o XX
CSDlj=——
Hj
Keterangan :
CSDI = Corporate Social Disclosure Index perusahaan j
I, = Jumlah keseluruhan pengungkapan CSR berdasarkan Gri-G4, ;=91
X5 = Jumlah item yang harus diungkapkan : 1 = jika item i diungkapkan;

0 = jika item i tidak diungkapkan

3.1.2. Preferensi risiko eksekutif
Menurut Djohanputro (2012) Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif
memiliki karakter risk taker dan demikian sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan
mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter risk averse. Menurut Djohanputro (2012)
risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Risiko Perusahaan EBIT/TA
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3.1.3. Capital Intensity

Capital intensity dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio
intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang
dimiliki sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodriguez dan Arias (2012)
variabel ini diukur menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:

Total Asset Tetap
=—  x 100%

Total azszet

3.1.4. Tax avoidance.

Dalam mengukur tax avoidance yaitu menggunakan proksi Cash Effective tax rate (CETR)
(Huseynov dan Kalmm, 2012). Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang
dikemukakan oleh Lanis dan Richardson, (2011).

Cash Tax Paid i.t

Cash ETR = -
Pretax Incomei,t

3.2. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah
teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara
variabel-variabel. Pada penelitian ini, analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi
berganda. Adapun model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut):

CashETR,, = o + p1CSDI,, + B2RISK; + B3CI; + €

Keterangan :

CashETR;, :Tax Avoidance diukur dengan proksi CETR

a : Konstanta

Bl —pB3 : Koefisien Regresi

C5DI,, : Corporate Social Disclosure Index perusahaan
RISK,, : Preferensi Risiko Eksekutif

CI, . Capital Intensity

€ : Error
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 89 data pengamatan. Statistik deskriptif atas sampel penelitian
ini disajikan pada tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 untuk seluruh observasi berjumlah 56 selama 4
tahun pengamatan, Cash effective tax rate (CETR) merupakan proksi pengukuran tax avoidance.
yaitu perbandingan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan
pendapatan sebelum pajak. Dilihat dari nilai rata-rata variabel CETR adalah sebesar 0.3986 atau
sebesar 39,86%. Berdasarkan nilai rata-rata CETR diatas, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan
melakukan tindakan tax avoidance. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.2624.

Statistik deskriptif selanjutnya adalah untuk variabel CSRI yang merupakan proksi dari
pengungkapan corporate social responserdasibility yang diperoleh dari perbandingan jumlah item
yang harus diungkapkan dengan jumlah keseluruhan pengungkapan CSR berdasarkan GRI-
G4.CSRI menujukkan banyaknya jumlah item CSR yang diungkapkan. Nilai rata-rata dari CSRI
yaitu 0,3255 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan untuk melakukan tax avoidance melalui
pengungkapn CSR sebesar 32,55%. Nilai standar deviasi dari CSRI adalah sebesar 0,1823.

Variabel selanjutnya adalah variabel preferensi risiko eksekutif (RISK) yang diperoleh dari
perbandingan EBIT dengan total asset. Nilai rata-rata dari RISK yaitu 0,1825 yang menjelaskan
bahwa rata-rata perusahaan memanfaatkan tindakan tax avoidance melalui besarnya EBIT sebesar
18,25%. Nilai standar deviasi dari RISK adalah sebesar 0,0608.

Hasil statistik variabel capital intensity (Cl) yang diperoleh dari perbandingan antara total asset
tetap dengan total asset. Nilai rata-rata dari Cl yaitu 0,3196 yang menjelaskan bahwa rata-rata
perusahaan memanfaatkan tindakan tax avoidance melalui beban penyusutan sebesar 31,96%. Nilai
standar deviasi dari Cl adalah sebesar 0,1008.

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel Mean Std. Deviation

CETR 0.3985 0.2624
CSRI 0.3255 0.1823
RISK 0.1825 0.0608
Cl 0.3196 0.1008

4.2. Hasil Analisis Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengungkapan corporate social
responsibility, preferensi risiko eksekutif dan capital intensity terhadap tax avoidance. Hipotesis
penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 2. Uji
signifikan model atau Uji F yang dilakukan untuk keseluruhan hipotesis digunakan untuk
mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi telah sesuai (goodness of fit model). Dari
hasil uji F Tabel 4.7 menggunakan CETR sebagai proksi pengukuran tax avoidance dapat dilihat
bahwa nilai F sebesar 3,540 dan nilai signifikansi 0,023. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05 maka model regresi menunjukkan tingkatan yang baik atau model yang digunakan fit. Pada
penelitian ini untuk uji koefisien determinasi (R2) menggunakan nilai adjusted R2. Besarnya
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adjusted R2 berkisar antara nol sampai dengan satu. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati satu
maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. Pada
penelitian ini variabel independennya adalah pengungkapan CSR (CSRI), Preferensi Risiko
Eksekutif (RISK), capital intensity (CI) dan variabel dependennya tax avoidance (CETR).
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square model variabel dependen CETR
sebesar 0,148 yang menunjukkan bahwa variasi pada variabel dependen hanya dapat dijelaskan
sebesar 14,8% oleh variabel independen dan sebesar 85,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain
yang tidak diidentifikasi dalam model penelitian ini.

Table 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel Koefisien Nilait Sig
Konstanta 0,345 2,938 0,005
CSRI 0,272 1,637 0,109
RISK -0,813 -1,975 0,055
Cl -0,176 -0,657 0,515
Adjusted R? 0,148

F-hitung 3,540

Sig 0,023

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel partisipasi publik berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil analisis tersebut juga
didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah kepada
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti adanya sistem e-
planning dan MUSRENBANG untuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa
partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD
di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa
partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Hipotesis pertama diuji untuk membuktikan pengungkapan corporate social responsibility (CSR)
berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi
menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,272 dengan arah yang positif dan signifikansi 0,109 (p-
value>5%). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis
pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis kedua diuji untuk membuktikan Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada
penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,813
dengan arah yang negatif dan signifikansi 0,055 (p-value>5%). Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis ketiga diuji untuk membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap
tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien
sebesar -0,176 dengan arah yang negatif dan signifikansi 0,515 (p-value> 5%). Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini
ditolak.
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4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atas
dampak yang diberikan oleh perusahaan dalam menjalankan fungsinya terhadap lingkungan, ini
salah satu kewajiban perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Setiap
perusahaan yang melakukan CSR memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan tax
avoidance dengan menekan laba yang diperoleh perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa pengungkapan corporate social
responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dengan menggunakan pedoman
sustainability Report GRI-G4 Guidelines setelah diukur dengan indeks CSR yang diungkapkan oleh
perusahaan.

Arah hasil penelitian menunjukkan arah positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
besar kecilnya pengungkapan CSR perusahaan tidak mempengaruhi tindakan tax avoidance. Hal ini
menyatakan bahwa informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan , belum tentu sesuai dengan
kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan
tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tingkat tax avoidance yang
dilakukan perusahaan.

Adanya variabel pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dalam
penelitian ini disebabkan karena tinggi rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan tidak menunjukkan adanya kesadaran atas tindakan tax avoidance yang dilakukan
perusahaan dan juga sebaliknya tidak mendorong atau memotivasi perusahaan untuk melakukan tax
avoidanve. Oleh Kkarena itu perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak mencerminkan
dalam melakukan praktik tax avoidance.

Dalam penelitian ini mendukung teori legitimasi dimana perusahaan akan dianggap baik oleh
investor ketika perusahaan tidak melakukan tax avoidance, sehingga para investor tidak akan
menyukai jika perusahaan melakukan tax avoidance yang akan berdampak terhadap citra baik pada
perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi menyatakan bahwa adanya kontrak sosial yang terjadi
antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri. Sehingga hal ini
bertujuan untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan. Berkaitan dengan teori legitimasi
tersebut, teori stakeholder jg menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi
stakeholdernya. Hal ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan
nilai perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Adanya kegiatan sosial
dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi stakeholder.

Berdasarkan Undang-Undang corporate social responsibility bahwa kegiatan sosial perusahaan
merupakan suatu bentuk kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar
yang harus diungkapkan. Sehingga strategi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui
pengungkapan corporate social responsibility tidak dapat berjalan optimal bagi perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini tidak konsisten dengan penelitian Pradipta & Supriyadi
(2015) yang menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap
tindakan penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2012) juga menemukan bahwa terdapat
hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif.



Dessy, Kamaludin, Nikmah /Jurnal Fairness Volume 8, Nomor 2, 2018: 153- 170 165

4.3.2. Preferensi Risiko Eksekutif dan Tax Avoidance

Hipotesis kedua ingin membuktikan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap tax
avoidance, namun hasil regresi dinyatakan ditolak. Ditolaknya pengujian hipotesis kedua
membuktikan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap tindakan tax
avoidance. Artinya tidak semua perusahaan sektor pertanian dan pertambangan berani mengambil
keputusan yang berisiko tinggi dalam penghindaran pajak, hal ini mungkin dibeberapa perusahaan
tidak memiliki karakter eksekutif yang bersifat risk taker yang berani dalam mengambil keputusan
berisiko tinggi. Besar kecilnya preferensi risiko eksekutif tidak dipengaruhi oleh tindakan tax
avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak mempengaruhi perilaku
eksekutif untuk melakukan tax avoidance karena perusahaan rata-rata sudah taat pajak yang dapat
dilihat dari nilai CETR diatas tarif pajak efektif dan tidak melakukan tindakan tax avoidance.
Sehingga walaupun preferensi risiko eksekutif tersebut tinggi maupun rendah perusahaan masih
tetap patuh terhadap pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini mendukung teori stakeholder dimana perusahaan bertanggung jawab tidak
hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap stakeholder. Perusahaan dalam kegiatan
operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang sekiranya akan terkena
dampak dari kegiatan perusahaan yang melalui pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan
tax avoidance. Perusahaan akan dianggap baik oleh stakeholder ketika perusahaan tidak melakukan
tax avoidance, hal ini sesuai dengan tujuan teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen
dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas perusahaan dan meminimalkan kerugian-kerugian
bagi stakeholder.Para stakeholder tidak menginginkan eksekutif mengambil risiko dengan
melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini akan merugikan perusahaan dan stakeholder karena akan
adanya sanksi yang diterima perusahaan jika melakukan tax avoidance.Oleh karena itu
keberlanjutan perusahaan dalam waktu yang lama juga didukung oleh stakeholder yang dapat
diwujudkan melalui taat membayar pajak. Hal ini juga dapat dianggap sebagai wujud perhatian
perusahaan kepada masyarakat.

Tidak berpengaruhnya preferensi risiko eksekutif terhadap tax avoidance tidak konsisten dengan
penelitian dari Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif
antara preferensi risiko eksekutif risk taker dengan penghindaran pajak. Begitu juga dengan
penelitian Maccrimon dan Wehrung (1990) menyebutkan eksekutif yang lebih berani dalam
mengambil keputusan bisnis dan memilih risiko yang tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk
memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan
penghindaran pajak dapat menekan beban pajak sehingga kinerja perusahaan akan terlihat
meningkat dan kepentingan manajer untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi akan tercapai
karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

4.3.3. Capital Intensity dan Tax Avoidance

Capital Intensity adalah bentuk keputusan keuangan perusahaan untuk meningkatkan
profitabilitas perusahaan. Capital intensity digambarkan tingkat besaran perusahaan
menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap. Capital intensity ratio ini dapat menunjukkan
tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini
didorong dengan adanya beban penyusutan yang terjadi pada aset tetap dan mengakibatkan
munculnya biaya yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga tarif pajak yang dikenakan pada
perusahaan akan semakin kecil. Perusahaan yang mempunyai capital intensity yang tinggi dapat
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menurunkan atau menekan pendapatan yang diperoleh.Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan
yang yang mempunyai capital intensity yang tinggi cenderung melakukan tax avoidance.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh positif
terhadap tax avoidance. Arah hasil penelitian menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan
terhadap tax avoidance, sehingga semakin besar capital intensity maka tidak mempengaruhi
tindakan penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya capital intensity dalam meminimalkan tindakan tax avoidance yang
dilakukan manajemen menjelaskan bahwa walaupun perusahaan memiliki capital intensity yang
cukup tinggi tidak mampu meminimalkan tindakan tax avoidance, yang artinya manajemen dengan
memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap sebagai pengurang beban pajak tidak mampu
meminimalkan tindakan tax avoidance.

Hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap
tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset
tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar
memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan
operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Menurut Fajar (2015)
perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak
melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional
perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax
avoidance.

Hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak
hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham melainkan juga terhadap stakehoder. Menurut
Commanordan Wilson (1967) capita intensity ratio merupakan salah satu informasi penting bagi
stakeholder karena dapat menunujukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah
diinvestasikan.

Capital intensity tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance tidak konsisten dengan
penelitian dari Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa semakin
tinggi capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang
mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:
e Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
o Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
e Capital Intensity tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance
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